
 

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 
 

 
 

Cara Penyampaian Permohonan   

 Online → melalui Portal Wajib Pajak pada menu Formulir Restitusi Pajak   
 Secara langsung ke KPP atau KP2KP seluruh Indonesia → menu dapat diakses  oleh  Kepala  Seksi  

Pelayanan,  Kepala  KP2KP,  Pelaksana  Seksi  Pelayanan,  atau  Pelaksana KP2KP.  
 Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir → ke KPP tempat WP  terdaftar (jika WP 

mengirim ke KP2KP atau KPP selain KPP tempat WP terdaftar,  permohonan  dianggap  tidak  
diterima  dan  dikembalikan  ke  WP  dengan  Surat  Pengembalian Permohonan)   

 
Alasan Permintaan Restitusi   

a. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait 
Kelebihan Pembayaran dan/atau Pemotongan bagi Wajib  Pajak yang memiliki Peredaran Bruto 
sampai dengan Nilai Tertentu 

b. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait 
Nilai Pembayaran yang Belum Digunakan 

c. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait 
Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan 

d. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait 
SPT 

e. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait  
dengan  bukti  transaksi  (Faktur  Pajak/Dokumen  yang  Dipersamakan Dengan Faktur Pajak/Bukti 
Pemotongan/Bukti Pemungutan)  

f. Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran  pajak yang belum 
dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya   

 
Beberapa Hal Penting Lainnya   

✓  Wajib Pajak harus memiliki data rekening bank di profil Wajib Pajak. Jika Wajib  Pajak belum memiliki 
data rekening bank, arahkan untuk menlakukan update data  rekening bank di menu Perubahan Data.   
✓  Permohonan  harus  diajukan  oleh  Kuasa  Wajib  Pajak  atau  Wakil  Wajib  Pajak  untuk  jenis  Wajib  
Pajak:  Badan,  Instansi  Pemerintah,  atau  Pemungut  PPN  Luar  Negeri melalui eCommerce. 
>> Jika permohonan diajukan oleh Wajib Pajak melalui taxpayer portal → Pastikan  Wajib  Pajak  
mengajukan  permohonan  via  impersonate  Wajib  Pajak  yang  diwakilinya.   

 



 

✓ Lampiran yang wajib diupload untuk seluruh alasan permintaan restitusi:   
 Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang 
 Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak)  atau  Surat  

Penunjukan  Pengurus  (bagi  permohonan  yang  diajukan  oleh  Pengurus Wajib Pajak)  
 Lampiran-lampiran lainnya menyesuaikan regulasi yang berlaku.   

 
 

🔹 A. Langkah Rekam Nomor Rekening Bank di Coretax:   
 
Jika nomor rekening belum direkam di profil Wajib Pajak, ikuti langkah berikut:   
1. Login ke coretaxdjp.pajak.go.id   
2. Pilih menu Portal Saya > Perubahan Data > Identitas Wajib Pajak   
3. Pada bagian Rekening Bank, centang Perbarui Rekening Bank Utama lalu isi:   
   - Data Bank   
   - Nomor Rekening   
   - Jenis Rekening   
   - Nama Pemilik Rekening   
   - Tanggal Mulai   
4. Unggah dokumen pendukung (bukti kepemilikan rekening).   
5. Centang pernyataan, lalu klik Simpan.   
6. Jika muncul error "unknown error", coba lagi hingga berhasil dan terbentuk Tanda Terima.   
7. Petugas KPP akan memproses pada menu Manajemen Kasus > Kasus Saya untuk penelitian pengkinian 

rekening bank.   
 
--- 
 

🔹 B. Langkah Pengajuan Pengembalian Pajak (Restitusi) secara umum:   
 
Jika nomor rekening sudah direkam, ikuti langkah berikut:   
1. Login ke coretaxdjp.pajak.go.id   
2. Pilih menu Pembayaran > Formulir Restitusi Pajak.   
3. Isi Nomor Surat Permohonan Wajib Pajak.   
4. Isi Email Wajib Pajak.   
5. Pada Data Permohonan, pilih:   
   - Alasan Permintaan Restitusi:   
     • Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Terkait 

pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan SPT.   
6. Pilih KAP, KJS, Masa, Tahun Pajak, Mata Uang, dan Jenis Akun Wajib Pajak.   
7. Pada Jenis Detail Akun Wajib Pajak, klik Tambah Data, lalu pilih NTPN yang seharusnya tidak terutang.   
8. Isi Nominal Pembayaran yang Diminta.   
9. Pada bagian Rekening Bank, pilih rekening dengan klik kaca pembesar dan pilih rekening yang sudah 

direkam sebelumnya.   
10. Unggah dokumen pendukung terkait penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.   
11. Klik Submit untuk membentuk Bukti Penerimaan Elektronik.   

 



 

 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

Permohonan Pengembalian  Kelebihan  Pembayaran  Pajak  yang  Seharusnya  Tidak Terutang 
 

(c) 

📌 Terkait Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan 
 

➢ Digunakan untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas:   
 pelaporan melalui pembayaran, contoh: PPh Pasal 25 Badan, PPh Pasal 25  OP, PPh Final UMKM, dll   
 pemberitahuan penggunaan deposit Mesin teraan meterai digital 
 penghentikan penyidikan  
 SK Revaluasi Aset Tetap   
 validasi PPh PhTB → atas pembayaran PPh final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 

sudah diterbitkan suket 
 dll 

 
➢ Petunjuk pengisian:   

1. Pilih data KAP pada field Pilihan Kode Akun Pajak 
2. Pilih data KJS pada field Pilihan Kode Jenis Setoran 
3. Pilih masa pajak pada field Masa dan Tahun Pajak 
4. Pilih mata uang → IDR atau USD 
5. Pilih jenis pembayaran yang akan dimintakan pengembalian pada field Jenis Detail Akun Wajib 

Pajak  
6. Pastikan semua kolom di atas diisi secara benar 
7. Klik Tambah Data 
8. Jika terdapat data pembayaran yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian, sistem akan  

menyajikan  data-data  pembayaran  tersebut, begitu pula sebaliknya.  
Contoh di bawah adalah WP yang memiliki data pembayaran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Masa 
Januari 2025 yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian. 
 

 
 

9. Input nominal yang dimintakan pengembalian pada kolom Pengembalian  yang Diminta → 
nominalnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi  jumlah nominal  pada  kolom  Nominal  
Transaksi  di  table  yang  tersedia. 



 

 
>> Dalam hal data pembayaran menggunakan mata uang USD, nominal dapat diinput sampai 
dengan 2 desimal. 
>> Dalam hal data pembayaran  menggunakan mata uang IDR, nominal harus dalam Rupiah penuh 
(tanpa  desimal).   
 

 
 


